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[ ABSTRAK i
| Sebagaimana dimaksulkan dalam Undang-undang no 20 tahun 2002 tenlang sislem pendicdikan, ;
| pendidikan merupakan tanggung jawab  bersama  pemenniah dan  masyarakat  akuntabilitas dan |
ansparansi pengelolaan keuangan marupakan lunblan undang-undang sekaligus Wwnbidan  publik, |
Penalitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuniabilitas dan fransparansi pengelolaan keuanga SMAN di I
Kata Fadang, penelitian ini dilakukan dengan cara penyobaran kuisioner. Sampeinya penelitian terdiri darn |
| ShAAKN 1, SMAN O, SMAN 10 dan EMAN 14 FPadang Kuikioner dibenkan kepada Hepala Sekolah,
| bandahara, quru, komite dan siswa (05is), yang masng-masing sekolah di sebarkan kuisioner sebanyak
[ 20 kuisioner/sekolab, Adapun aspek vang divraikan dalam kuisioner adalah pergukuran akuntabililas,
| pengukuran transparansi, peran sekelah dan komite sekodah, penvyejian dan pengguna informasi dafam
| laporan RAPBSE dan sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS. Nilai rata-rata dari 4 sekolan
| E84a8M 1 adalah 3,42 vang termasuk dalam kriteria sangat akuntabel dan sangat fransparan, SMAN 3 nilal
| rata-rata 2 64 termasuk kriteria akuntabel dan ransparan, SMAN 10 milai rata-rata 2,45 termasuk knteria
cukup akunlabel dan cukup transparan dan SMAMN 14 nilai rata-rata 2,82 termasuk kriteria akuntabel dan
| ransparan. Secara kaseluruhan nilal rala-rata 4 sampel adalah 2.83 yang termasuk dalam kriteria
akuniabel dan fransparan, Sehingga dapal disimpulkan pengelolaan keuangan sekalah ke & sekolah yang
difesbiti sudah akuntabel dan ransparan, |
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BAE SATL

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehagaimana dizmanatkan dalam undang-undang nomaor 20 tahun 2003 Lenlang sistem
pendidikan nasional, pendidikan merupakan tanpgung jawab bersama pemeriniah dan
masyarakat. Pengelolazn kepercayaan publik dalam bidang pendidiken sangat terkait
dengan perlunye menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber
dava publik digunskan sebagaimana mestinya, Proses dan manajemen tersehut
memerlukan pengelolaan yang baik (good povernance} Dengan terciplanya good
governanee,  diharapkan  terwujud  elisiensi dan efektivitas  penvelenggaraan

pendidikan.

Dalam pelaksanase fungsi dan tugasnya., guru sebagai profesi menyandang
persvaratan  lertenty sebagaimana terluang di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Momor 20 tahun 2003 temang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam
pasal 3% (1} dan (2] dinvatakan bahwa kependidikan berlugas melaksanakan
schministrasi, pengelolaan, pengembangan, pengewasan, dan peluyanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

Aluntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelols yang baik {good
sovernance). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling
mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai
kemampuun pars penjahat publik memberikan penjelasan aws penyelengparaan
pelayanan  yang menjadi  langgung juwabnya, Transparansi  pelayanan publik

dimaksudkan scbapai  ketersedizan shkses hagi para  pemangku kepentingan



(stakeholdersy untuk memperoleh informasi mengenai penyelengparazn peluyanan

publik tersebul.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Pernvataan Standar
Akuntansi Pemeriniahan (PSAP) Namaor 1 parapraf 22-23 menempatkan akuntabilitas
sebagai fujuan utama pelaporan keuangan organisasi  pemerintzh.  1nd karena
penyelenpgara pelayanan st pengendalian atas penppunaan sumberdava kevangan
merupakan aspek terpenting yang harus dapat dipertanggungjawzbkan aleh organisasi
pemerintah. Dan dengan kelvarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemnerintah Dagrab dan Undang-Undang Momor 33 Tabun 2004 rentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusut dan Dagrah, make membawa sualu perubahur
sistem pemerinizhan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dan dalam bidang
keusngan, terbitnya Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabaraan
Mepare, dan  Undang-Undang Namar 15 Tahun 2004 tentang Pemériksaan
Pengelolaan dan Tanggungjaweb keuangan MNegara merpakan perwujudan reformasi

di bideng keupngan negara,

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 2005 tentang Penpelolaan Kevangan Deerah. Peraturan tersehbut mengatur
pokok-pokok  kewenangan pengelolaan  keuangan dacrah., perbendaharaan  dan
pemeriksaan  kevangan  daerah.  Peratursn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
merupakan  omnibus  regulation, yakni o peraturan perundangan  yang  memual
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomaor 17 talun 2003,
Undang-Undang Nomor | tabun 2004, dan Undang-Undeng Momor 15 tahon 2004
Pelaksanaan keteniuan Peraturan Pemerimah Momor 58 tahun 2003 di daerah

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Deerah, vang disusun dengan berpedomankan



pada Peraturan Mentreri Dalam Megeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah. Peraturan Menteri Dalam ™eperi Momor 13 1ahun
JMI memuat secara terperinci sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, yang
meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan AFBL), seria akuntansi dan

petaporan.,

Adanya reformasi di bidang kevangan sebagaimana dijelaskan, membaws
peruhahan pula dalum pengelolann keuzngan di hidang pendidikan, Khususnya uniuk
sekolut dasar dan menengah, pengelolaan kevangan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan vang distor dalam persturan deerah yang berpedomankan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 mhan tentang Pedoman Penpeloluaan

Keuanpan Daerabh.

Keterlibatan masyarakatl dalam dewan pendidikan dan komite sekolah dakam
pengelolaan keuangan sekolah dimaksudkan agar lercipia situasi partisipatil sena
mendorong fransparansi dan akuntabilites horizontal. Dewan pendidikan merupakan
hadan mandiri vang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah dan
[PRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/hota, Kamite sekolsh
merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar sekolah. Dengan
struktur yang mandiri dan sejajar wersebut, dewisn pendidikan dan komite sekolah
merupakan saran unluk  memberikan  umpan balik sekalipus pengawasan oleh

masyarakat sebapgai pemangkie kepentingan atas peny glenparaan pendidikan,

Kamite sekolah menjadi lembaga formal yang menjadi tempat saluran bagi
musyarakat untuk terlibal secara akif dalem penvelenpraraan pendidikan, Koomite
sekolah merupakan badan yang mandiri yang me wadahi peran serta masyarakat dalam

rangka meningkatkan i, vakni pemberi pertimbengan  (advisory agency'),



BABR LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari proses penyeharan kuisioner dan pengoelahan data yang dilakukan oleh peneliti di

sekolah menengah atss (SMA) Nagari di Padang vang terdini dari 16 sekolah Negen,

dan diambil sebagai sampel sebanvak empat sekolah yaitu SMAN 1. SMAN G, SMAN

10, SMAN 14 Padang, dapat di simpulkan bahwa:

b=

o)

Akuntabilites pengolzhen kevangan SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan
SMAM 14 Kota Padang pengelolaan kewangan sekolah telah dilaksanakan
secara akuntabel,

Transparunsi pengolahan keoangan SMAN 1, SMAN &, SMAN 10 dan SMAN
14 kote Padang suadah dilaksanakan secara transparan,

Peran sekolah dan komite sekolah SMAN |, SMAN 9, SMAN [0 den SMAN
i4 Padang dalam memonitor dan menjalani weasnya sudah akuntabel dan
transparan.

Penvajian dan pengeunzan informasi dalam laporan RAFES SMAN 1, SMAN
0. 83 AN 10 dan SMAN 14 sudah akuntabel dan transparan.

Sarana dan proses pembukuan dalam penyusunan RAPBS ShaAanN 1 SMAN 5,
SMAN 10 dan SMAN 14 sudah akuntahel dan transparan.

Tadi sccare keselumuhan SMAN 1, SMAN 9, SMAN 10 dan SMAN 14, sudah

mengelola kevangan sekolah secara akuntahel dan transparan.
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